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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

 Setelah melakukan analisis penerapan berupa penghitungan, 

pemotongan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 

transaksi-transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi pada PT. 

TRST, maka penulis dapat menarik kesimpulan secara umum dan 

diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan. 

 Adapun kesimpulan yang dapat diberikan oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan PPN pada PT. TRST selama tahun 2013, 2014 

dan 2015 telah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, baik 

dalam hal penghitungan, pemotongan dan pelaporannya. 

2. Hampir setiap tahun PT. TRST melakukan pembetulan SPT 

Masa PPN dikarenakan kesalahan human error dalam 

mengisi SPT Masa PPN. 

3. Dalam melakukan kewajiban Penyetoran dan Pelaporan SPT 

Masa PPN, perusahaan selalu tepat waktu, tidak pernah ada 

keterlambatan dan pembayaran dilakukan setiap akhir bulan 

setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT PPN 

disampaikan.  
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5.2. Keterbatasan 

Dalam menyelesaikan laporan magang ini, terdapat beberapa 

keterbatasan yang dialami oleh pemagang yaitu: 

1. Adanya beberapa kegiatan menggunakan sistem secara 

terkomputerisasi yang membutuhkan ID untuk melakukan 

log in dalam software SAP yang digunakan perusahaan 

sehingga pemagang tidak dapat mengakses sistem tersebut. 

5.3. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas maka saran yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan, antara 

lain: 

1. PT. TRST harus tetap konsisten dalam melakukan 

Pengitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). 

2. PT. TRST harus selalu menyimpan dokumen-dokumen pajak 

secara rapi dan teratur sehingga membantu dalam proses 

pemeriksaan. 

3. Perusahaan harus cermat dan berhati-hati dalam mengisi SPT 

Masa PPN agar tidak terjadi pembetulan setiap tahun. 

4. Pihak perusahaan harus selalu mengikuti perkembangan dan 

perubahan yang terjadi pada peraturan perpajakan agar 

pelaksanaan kewajiban dapat berjalan terus sesuai dengan 

perkembangan peraturan yang berlaku. 
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